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RINGKASAN 

 

AKIBAT HUKUM NOTARIS TIDAK MELAPORKAN PEMBUATAN AKTA 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL 

Tesis ini dibagi dalam 4 bab atau bagian yang terdiri dari : 

        Bab I, pendahuluan yang merupakan latar belakang pemikiran dasar dari 

penulis mengenai fakta hukum atau isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang 

timbuldari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. 

Setelah ditetapkan rumusan masalah, timbul tujuan dan manfaat penelitian yang 

akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian 

diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna 

menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan 

gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh penulis. 

      Bab II, Ratio Decidendi  UU No.1 Tahun 2022 Pasal 49 ayat (a) Saat 

terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya 

perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli, adanya PPJB dan Kuasa Menjual 

terlihat sah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam pembuatan 

akta tetapi apabila dilihat kembali dalam transaksi tersebut sengaja menghindari 

pembayaran PPh dan BPHTB.  

     Bab III, Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta PPJB dan Kuasa 

Menjual ialah melaporkan BPHTB tetapi di Gresik terdapat 144 PPAT yang 

terlmbat atau tidak menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas 
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Tanah dan/atau Bangunan. Dan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 

Rp250.000,00 untuk setiap laporan. 

     Bab IV, Bab ini berisi seluruh kesimpulan dan saran atas penelitian yang 

dilakukan. 
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ABSTRAK 

             Penulisan ini membahas Notaris yang tidak melaporkan pembuatan akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa sanksi terhadap Notaris yang tidak melaporkan pembuatan akta 

PPJB dan kuasa jual akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) setiap laporan. 

Kata Kunci : Notaris, PPJB, Kuasa Menjual 
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ABSTRACT 

       This writing discusses Notaries who do not report the making of deeds of Sale 

and Purchase Binding Agreement and Sale Authority. The research method used is 

normative juridical with a legislative approach (statue approach) and a conceptual 

approach. The results of this study show that sanctions against Notaries who do not 

report the preparation of PPJB deeds and power of sale will be subject to 

administrative sanctions of Rp250,000.00 ( two hundred and fifty thousand rupiah) 

per report. 

Keywords : Notary, PPJB, Power of Attorney  
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